BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR       122       TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR), perlu dibentuk Majelis TP-TGR ;
b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Sekretariat TP-TGR;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;


Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
M E M U T U S K A N  :
	Menetapkan 
	

	KESATU
	· Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA
	· Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KETIGA
	· Sekretariat TP-TGR sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TP-TGR;

b. mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan TP-TGR;

c. menyiapkan dokumen kerugian daerah;

d. melakanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Majelis TP-TGR.


	KEEMPAT
	· Dalam melaksanakan tugasnya Majelis TP-TGR bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KELIMA
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KEENAM
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 Mei 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. Kabupaten Bantul;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  : 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR     122     TAHUN 2008
TANGGAL  10 MEI 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

SUSUNAN DAN PERSONALIA
	NO
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	

	A.
	Majelis TP-TGR
	
	

	1. 
	Ketua
	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
	

	2.
	Wakil Ketua I
	Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Bantul
	

	3.
	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Setda. Kab. Bantul
	

	4.
	Sekretaris
	Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul
	

	5.
	Anggota 
	1. Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kab. Bantul

2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul

3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda. Kab. Bantul
	

	B. 
	Sekretariat TP-TGR
	
	

	1. 
	Sekretaris
	Kasubbag. Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul

	

	2. 
	Anggota 
	1. Kasubbag. Diklat Bagian Kepegawaian Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	2. Kasubbag. Pembukuan Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	3. Kasubbag. Pengadaan Bagian Perlengkapan Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	4. Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
	

	
	
	5. Kasubid. Pemeriksaan Perhubungan Pariwisata Badan Pengawasan Daerah Kab. Bantul
	

	
	
	6. Staf  Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul
	1. Wahyu Handriyani
2. Wiwik Sulistari

3. Cahyono Agus Wibowo

	
	
	7. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
	Suparman, S.IP


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

1

